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Media sosial telahberkembangpesat menjadi ruangbarudalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk membentuk citra diri, membangun pengaruh, dan bahkan menjalankan berbagai bentukusahaekonomi.Namun,seiringdenganperkembanganini,munculberbagai fenomenasosialbaruyangsaratdenganpersoalanhukumdanmoral,salahsatunya adalahflexing,yakniperilakumemamerkankekayaan,kemewahan,dangayahidup berkelas di ruang digital secara berlebihan.

Flexing di media sosial kerap kali dikaitkan dengan keberhasilan usaha, investasi, atau kegiatan ekonomi tertentu. Namun, dalam praktiknya, tidak semua gaya hidup mewah yang dipamerkan itu berasal dari sumber kekayaan yang sah atau usaha yang jujur. Tidak jarang, flexing dijadikan sebagai alat untuk membangun kepercayaan palsu dan menarik korban dalam skema penipuan yang terselubung.Salahsatubentukpenipuanyangmarakdanseringkalimenggunakan pendekatan flexing adalah arisan bodong.

Arisan bodong merupakan bentuk kegiatan simpan-pinjam yang dikamuflasekan sebagai arisan tradisional, namun dijalankan dengan skema yang tidaktransparan,tidakmemilikibadanhukumyangsah,danumumnyamenjanjikan keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat. Modus ini telah memakan banyakkorbandiberbagaidaerahdiIndonesia.Pelakunyabiasanyamemanfaatkan




mediasosialuntukmemamerkanhasil"keberhasilan"mereka darikegiatanarisan, seperti liburan ke luar negeri, membeli kendaraan mewah, atau membagikan uang tunai dalam jumlah besar. Semua ini ditampilkan secara publik sebagai bentuk flexing yang menggugah keinginan masyarakat untuk ikut serta.

Salah satu karakteristik khas dalam modus penipuan arisan bodong adalah penggunaanmediasosialsebagaialatutamapemasarandanpembentukancitradiri. Pelaku biasanya berperan sebagai "influencer lokal", bahkan dalam lingkup komunitas kecil atau kabupaten, yang disegani karena gaya hidup mewah mereka. Dalam konteks ini, flexing tidak sekadar menjadi ekspresi pribadi, melainkan menjadi alat manipulasi sosial untuk menciptakan ilusi keberhasilan yang meyakinkan calon korban.

Fenomena semacam ini juga mulai terlihat di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, di mana beberapa oknum memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram,danWhatsApp untukmengelola danmemasarkanarisan dengan sistem skema ponzi atau piramida. Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan kepercayaan sosial dan kedekatan emosional di dalam komunitas lokal untuk menarik peserta. Dengan memperlihatkan keberhasilan finansial yang mencolok, pelaku membangun kesan seolah-olah program arisan tersebut telah terbukti menguntungkan, padahal pada dasarnya dana yang dibayarkan oleh peserta lama hanyadiputaruntukmembayarpesertabaru,tanpaadanyakegiatanekonominyata.

Kondisi ini menjadi sangat berbahaya karena masyarakat, terutama ibu rumahtanggadanpelakuUMKMyangterdorongolehkebutuhanekonomi,mudah terpengaruh olehtampilankekayaanyangmerekalihatsetiapharidimediasosial.




Merekatergodauntukbergabungdemimemperolehkeuntunganserupa,tanpa memahami risiko hukum dan ekonomi yang mengintai.

Secarahukum,praktiksemacaminitidakhanyamerugikansecaramateriil, tetapi juga menimbulkan implikasi yuridis yang serius. Flexing dalam konteks ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari tindak penipuan (Pasal 378 KUHP), perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum perdata, bahkan dalam beberapa kasusdapatdikaitkandengantindakpidanapencucianuang(TPPU)jikauanghasil penipuan digunakan untuk membeli aset atau disamarkan asal-usulnya. Selain itu, penggunaanmediasosialuntukmenyebarkanjanjipalsudanpromosimenyesatkan jugadapatdijeratdenganUndang-UndangInformasidanTransaksiElektronik(UU ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jika ada kerugian yang ditimbulkan bagi peserta.

Sayangnya,penegakanhukumterhadapkasusarisanbodongyangdikemas dengan gaya flexing ini masih menghadapi banyak tantangan, baik dari aspek regulasi maupun pelaksanaannya. Tidak adanya regulasi spesifik tentang flexing menyebabkan banyak pelaku berkelit dari jeratan hukum dengan alasan mereka hanya “berbagi kesuksesan” atau “berpromosi” di media sosial. Di sisi lain, penegak hukum sering kali kesulitan membuktikan adanya niat jahat atau kesengajaan dalam membangun citra palsu tersebut.

Di Kabupaten Karo, hingga saat ini belum ada kajian hukum yang secara khusus menelaah keterkaitan antara fenomena flexing dan kasus penipuan arisan bodong, padahal potensi kerugian sosial dan ekonomi yang ditimbulkan sangat besar.Dibutuhkankajianyuridisyangtidakhanyamembedahperaturanperundang-




undangan yang berlaku, tetapi juga memahami fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan: apakah tindakan flexing yang digunakan untuk mendukung kegiatan arisan bodong dapat dimaknaisebagaibagiandariupayapenipuan?Danjikaiya,bagaimanamekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menindak pelaku secara tegas dan adil?

Dengandemikian,skripsiiniberupayamenggalisecaramendalamtinjauan yuridis terhadap pelaku flexing di media sosial yang terlibat dalam arisan bodong di Kabupaten Karo, serta merumuskan pendekatan hukum yang tepat dalam menghadapi tantangan baru di era digital ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pembentukan pemahaman hukum yang responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.

Maka dari itu dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Flexing Di Media Sosial Terkait Arisan Bodong Di Kabupaten Karo”.
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Berdasarkan penjelasan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya :
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1. Bagaimanabentukperilakuflexingdimediasosialyangterkait dengan arisan bodong di Kabupaten Karo?
1. Bagaimanaregulasidanketentuanhukumyangmengaturarisan bodong serta tindakan pelaku flexing di media sosial?




1. Bagaimana regulasi dan ketentuan hukum yang mengatur arisan bodong serta tindakan pelaku flexing di media sosial?
1. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi praktik flexing terkait arisan bodong di media sosial di Kabupaten Karo?
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2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikanbentuk perilaku flexing di media sosial yang terkait dengan arisan bodong di Kabupaten Karo.
2. Untuk menganalisis ketentuan hukum dan regulasi yang mengatur arisan bodong serta tindakan pelaku flexing di media sosial.
2. Untuk mengkaji tinjauan yuridis terhadap pelaku flexing dalam konteks arisan bodong di media sosial di Kabupaten Karo.
2. Untuk merumuskan upaya hukum yang efektif dalam menanggulangi praktik flexing terkait arisan bodong di media sosial di Kabupaten Karo.
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Penelitianinidiharapkanmmapumengembangkankemampuanberpikir dan menambah keilmuan dalam bidang Hukum khususnya dalam hal Tinjauan Yuridis.
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Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara akademik dan menjadi referensi tambahan dalam kajian keilmuan khususnya dalam bidang Administrasi Publik.


